PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.AB
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:
H. Andi Syamsul Bahri bin Andi Lompi Malewa, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Waihaong  RT. 02/RW. 03 Kelurahan Waihaong, Kecamatan  Nusaniwe,  Kota  Ambon,  dalam  hal  ini  diwakili oleh kuasa hukumnya Rizal Sahubawa, S.H., Advokat/Pengacara  yang   beralamat di Jalan Ulima Indah RT. 06/RW. 17 Desa Batu Merah, Kecamatan   Sirimau,   Kota   Ambon,    berdasarkan     Surat Kuasa   Khusus   bertanggal   27 Desember 2010,   dahulu sebagai  Pemohon  Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; 
m e l a w a n
Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya, umur 50 tahun, agama  Islam, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Ambon, bertempat  tinggal di Waihaong RT. 02/RW.03 Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding; 
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 
Telah membaca  putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan  berkas perkara yang bersangkutan; 
Telah membaca  dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; 
TENTANG DUDUK PERKARA
[1] Amar putusan tingkat pertama
Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 257/Pdt.G/2010/PA.Ab, tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir  1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI 
1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. 
Memberi izin kepada Pemohon (Hi. Andi Syamsul Bahir bin Andi Lompi Malewa)   untuk   menjatuhkan  talak   satu   raj’i   kepada   Termohon  (Hj. Isimiati Traya, SHI binit Ali Traya) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3.   Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kab Maluku Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
DALAM REKONVENSI
· Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
· Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berupa:

· Sebuah rumah berlantai tiga dengan sertipikat Nomor: 795, yang berada di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/04 Waihaong, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya: 
- Utara dengan Pemilik Tanah; 
- Timur dengan jalan; 
- Selatan dengan Pemilik Tanah; 
- Barat dengan Pemilik Tanah; 
· Sebuah rumah yang terletak di Jln. Teuku Umar Buta-buta Caddi Makassar yang sekarang ditempati oleh Ibu Marina Jaya, ibu kandung Tergugat Rekonvensi;

· Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW 04 Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas 65 M dan di dalamnya terdapat sebuah rumah kos-kosan berlantai 3 (tiga)  dan mempunyai 9 (sembilan) kamar, dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan M. 79;
- Selatan berbatas dengan M. 11 sebagian;
- Timur berbatas dengan Tanah Negara;
- Barat berbatas dengan M. 590;
· Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW 04 Waihaong, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan luas tanah 200 M dan di dalamnya terdapat sebuah rumah  kos-kosan semi permanen berlantai 2 (dua) dan mempunyai 7 (tujuh) buah kamar tidur dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan Ibu Lusy;
- Selatan berbatas dengan Jalan;
- Timur berbatas dengan Hamid Kuadi;
- Barat berbatas dengan Sebagian milik Usman Walla, sebagian H. Abu dan Syukur;
· Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh depan Kantor Pertambangan dalam Dusun Tumalahu Desa Batu Merah, dengan luas 15 x 60 M = 900 M2 dengan batas-batasnya: 
- Utara berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
- Selatan berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
- Timur berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
- Barat berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
· Sebidang tanah yang terletak di Dusun Masika Jaya Kecamatan Waisala Kab. Seram Bagian Barat dengan luasnya ± 1000 M yang di dalamnya terdapat sebuah rumah semi permanen, dengan batas-batasnya:
- Utara berbatas dengan Laut;
- Selatan berbatas dengan Bapak Kepala Dusun Masika Jaya;
- Timur berbatas dengan Tete Nipo;
- Barat berbatas dengan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
· Dua buah mobil dan dua buah motor, yaitu:


a. Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 461 AC;

b. Mobil Kijang LGS Nopol DE 421;

c. Motor Suzuki warna merah Nopol DE 5199 AF;

d. Motor Yamaha Yupiter warna biru Nopol DE 5333;
· Hasil pendapatan bersih setiap hari dari dua buah toko, yakni toko elektronik dan toko meter lama yang kini dijadikan Toko Cahaya Vertikal yang  terletak  di  Jln.  Samratulangi  depan  Amplaz  Kota  Ambon, yang    diperhitungkan    selama   1   tahun    (360 hari)      senilai    Rp1.080.000.000,00 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah);

· Sebuah rakit budidaya ikan kerapu mulut tikus terletak di Dusun Masika Jaya, Kab. Seram Bagian Barat, dengan jumlah bibit kurang lebih 1000 ekor ikan berumur kurang lebih enam bulan; 

· Hutang yang harus dibayar sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;  
· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapat separuh atau seperdua bagian dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah isteri yang dilalaikan selama 12 bulan terhitung sejak  bulan  Januari  2010 sampai dengan Desember 2010 sejumlah Rp82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah); 

· Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak masing-masing bernama: Andi Sari Intami, Andi Fahem Ahmad, dan Andi Ma'mun Asraf, tetap berada di tangan Penggugat Rekonvensi/ibunya;

· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup kepada ketiga anaknya tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, mut’ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta  rupiah);

· Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
·   Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).  
[2] Administrasi proses banding

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Ambon  pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011  telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Fadli Mony, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011, putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Kuasanya Rizal Suhubawa, S.H.  Advokat/Pengacara, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;
Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon, bahwa sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 Pembanding tidak menyerahkan memori banding; 
Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Fadli Mony  bahwa  pada  hari  Senin  tanggal 4 Juli 2011 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon untuk melihat berkas perkara (inzage) dalam tempo 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan; 

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon bahwa sampai dengan tanggal 19 Juli 2011, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding;
Membaca Surat Termohon bertanggal 20 Juli 2011, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengirim surat ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang diberi judul RISALAH BANDING TERMOHON/TERBANDING atas Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 257/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 31 Mei 2011 yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 27 Juli 2011;  
Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W9-A/1153/Hku05/VI/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding dengan  Nomor 06/Pdt.G/2011/PTA.AB tanggal 28 Juli 2011;

TENTANG HUKUMNYA

[3] Pertimbangan permohonan banding

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;
[4] Putusan sela MHTB
Menimbang, bahwa oleh sebab masih ada beberapa acara yang belum dilakukan pada tingkat pertama, yakni:

(1) bahwa Termohon belum memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwewenang yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama Ambon; 
(2) bahwa belum didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar menjadi jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran; (3) belum dilakukan mediasi untuk gugat rekonvensi; dan 
(4) bahwa belum dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek harta bersama untuk memastikan persesuaian antara data yuridis dan data fisik di lapangan; 
Bahwa oleh sebab itu, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 20 September 2011.M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432.H., telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambon untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan dengan: 
1. Memerintahkan kepada Termohon agar mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis tentang adanya permohonan cerai talak dari suaminya (Pemohon) untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwewenang, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Ambon;

2. Mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon agar menjadi jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran mereka; 

3. Melakukan mediasi antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan  atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

4. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tidak bergerak yang berupa tanah/rumah yang digugat oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi; 
III. Memerintahkan kepada Pembanding menambah panjar biaya banding untuk memanggil para pihak guna pelaksanaan pemeriksaan tambahan ini yang jumlahnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon;

IV. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadioan Tinggi Agama ambon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pemeriksaan tambahan dimaksud selesai;

V. Menangguhkan biaya perkara banding hingga putusan akhir.
Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan isi perintah putusan sela tersebut yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 10 Januari 2012, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa atas perintah majelis hakim, Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/959/Kp.01.2/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang memberi izin kpada Termohon untuk menghadiri sidang perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak dapat mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon karena meskipun telah diperintahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011, namun para pihak tidak pernah menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat  ke persidangan;

3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak dapat melakukan mediasi antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi karena pihak Pemohon setelah menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dan minta waktu untuk bermusyawarah tetapi kemudian tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk bersama-sama menempuh proses mediasi;
4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Desember 2011 terhadap beberapa barang tidak bergerak yang berupa tanah/rumah yang digugat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi meski terbatas pada obyek yang berada di wilayah Ambon saja sesuai kesanggupan Penggugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka MHTB melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

 [5] Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H., namun  ternyata  berdasarkan  laporan  mediator dengan suratnya bertanggal 14 Desember 2010 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal); sedang upaya mediasi kedua untuk memenuhi perintah MHTB dalam putusan sela, yakni untuk upaya damai dalam gugat rekonvensi, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak pernah siap untuk bersama-sama menempuh proses mediasi; 
Bahwa oleh karena itu, MHTB berpendapat bahwa upaya damai tersebut menurut hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;
A. Dalam Konvensi

 [6] Dalam kasus posisi
Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesaksian para saksi di atas sumpahnya di depan persidangan, baik saksi-saksi dari Pemohon yang terdiri dari: Basri Lussy bin Husen Lussy, Rinto Guspahara, Ulfa Wailissa binti Ajma’in, Noni binti Nurdin, dan Nona binti Hi Abdurrahaman, maupun saksi-saksi dari Termohon yang terdiri dari: Syahril Silawane bin H. Silawane, Salem Karim bin Ibrahim Karim, dan Hj. Saneng binti Abbas, dan surat-surat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
1. bahwa berdasarkan bukti P-1, akta nikah Nomor 49/1990,  Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 11 Nopember 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kab Maluku Tengah;
2. bahwa berdasarkan kesaksian dari Rinto Guspahara bin Arman Guspahara dan Nona binti H. Badurrahman Husein, telah terbukti bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan rukun dan damai di Waihaong RT. 02/RW. 03 Kelurahan Waihaong, Kecamatan  Nusaniwe  Kota  Ambon;
3. bahwa berdasarkan bukti P2, Kartu Keluarga Nomor 3171012701084617 tanggal 23-02-2010, telah terbukti bahwa dalam perkawinan  tersebut, Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 
1) Andi Sari Intami Lewa, perempuan, lahir tanggal 20-01-1992; 
2) Andi Fahem Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 21-01-1996;
3) Andi Ma’mun Asraf, laki-laki, lahir tanggal 30-04-1997;
4. bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta  kesaksian Rinto Guspahara bin Arman Guspahara, telah terbukti bahwa tiga orang anak tersebut sampai sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
5. bahwa berdasarkan kesaksian dari Basri Lusy bin Husin Lussy dan Rinto Guspahara bin Arman Guspahara, juga kesaksian lainnya,  telah terbukti, setelah melewati masa 20 tahun (1990-2010) kondisi rumah tangga Pemohon  dan Termohon mulai goyah, dimana keadaan rumah tangga Pemohon  dan Termohon dipenuhi perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan fisik antara keduanya di mana masing-masing saling menyalahkan dan saling menjelek-jelekkan, di mana  Pemohon  memandang bahwa Termohon tidak dapat menjaga kehormatan diri sebagai istri; dan sebaliknya Termohon pun menilai bahwa Pemohon tidak dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga; sehingga pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya di mana Pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Januari 2010 dan hingga sekarang telah berlalu lebih dari satu tahun;
6. bahwa berdasarkan kesaksian dari Syahril Silawane bin H. Silawane dan Salem Karim bin Ibrahim Karim, telah terbukti bahwa Pemohon sejak tahun 2007 telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nurlaila dan sejak bulan November 2009 mulai sering  meninggalkan  Termohon  dan   anak-anaknya  di   Waihaong    RT. 02/RW. 03 Kelurahan Waihawong, Kecamatan  Nusaniwe,  Kota  Ambon, yang kemudian Pemohon tinggal serumah dengan Nurlaila tersebut di Desa Wayame, Kecamatan Baguala, Kota  Ambon,  selanjutnya  menikah  dengan perempuan  tersebut  pada  tanggal  8 Desemebr 2010;
7. bahwa Pemohon di muka sidang tanggal 14 Desember 2010 menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Termohon;
8. bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian Rinto Guspahara bin Arman Guspahara dan Nona bin H.Abdurrahman Husen, telah terbukti bahwa sejak terjadinya pisah rumah tersebut sampai sekarang, Pemohon tidak berkumpul kembali dengan Termohon dalam satu rumah bersama;
9. bahwa meskipun Termohon berkehendak mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak mampu membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon di mana Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
10. bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki sejumlah harta bersama yang  berupa harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana didalilkan oleh Termohon, serta ada pula hutang bersama pada sebuah bank, yang dibuktikan di muka sidang; 
[7] Pertimbangan petitum demi petitum dalam konvensi
[7.1] Petitum cerai talak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan terhadap permohonan tersebut MHTP telah memeriksa dan memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon  dan Termohon terbukti dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan fisik antara keduanya di mana masing-masing saling menyalahkan dan saling menjelek-jelekkan, di mana Pemohon  memandang bahwa Termohon tidak dapat menjaga kehormatan diri sebagai istri; dan sebaliknya Termohon pun menilai bahwa Pemohon tidak dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga, sehingga pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya di mana Pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Januari 2010 dan hingga sekarang telah berlalu lebih dari satu tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah tersebut sampai sekarang, Pemohon dan  Termohon   tetap tidak berkumpul kembali dalam satu rumah bersama dan hal ini memberi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  dan Termohon  tersebut telah berlangsung terus menerus; 
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan dua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan  mediator  Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.,   namun   ternyata   berdasarkan   laporan   mediator   dengan   suratnya  tertanggal 14 Desember 2010 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal); 
4. bahwa Pemohon sejak tahun 2007 telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nurlaila dan sejak bulan November 2009 telah mulai meninggalkan Termohon dan anak-anaknya untuk kemudian tinggal serumah dengan Nurlaila tersebut di Desa Wayame, Kecamatan Baguala, Kota  Ambon,  kemudian   menikah   perempuan   tersebut   pada   tanggal 8 Desember 2010, serta Pemohon di muka sidang telah  menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Termohon; hal ini telah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam rumah tangga;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 
6. bahwa meskipun Termohon berkehendak mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak mampu membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon di mana Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
7. bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan   kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009; jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
8. bahwa MHTB sependapat dengan hasil pemeriksaan, pertimbangan dan putusan MHTP dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat MHTB karena telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2010 yang hal ini merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; 
9. bahwa dengan demikian maka putusan MHTP dalam hal ini harus dikuatkan;
[7.2] Petitum pengiriman salinan ikrar talak

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah pula mepertimbangkan   secara   ex officio   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan UU Nomor 3 Tahun 2006  dan diubah kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; dan malelis MHTB sependapat dengan MHTP dan oleh sebab itu putusan mengenai hal ini harus dikuatkan;
B. Dalam Rekonvensi

[8] Tuntutan rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya disamping menjawab konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama yang disertai dengan gugatan provisi, permohonan sita atas harta bersama, nafkah istri terhutang, nafkah anak lampau, hadlanah, nafkah anak ke depan, nafkah idah dan mut’ah dengan memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad);
Bahwa petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi selengkapnya adalah sebagai berikut:
· Dalam Konvensi
     - Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
II. Dalam Rekonvensi
· Dalam Provisi :

-
Melarang Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan seluruh obyek sengketa kepada pihak lain, baik karena dijual belikan, digadaikan, disewakan, maupun dikontrakkan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
· Dalam Pokok Perkara
Primer
·   Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
·   Menetapkan Harta Usaha Bersama masing-masing:

· Sebuah rumah berlantai Tiga berada di Jln/Lorong Gosepa Rt. 002/ Rw.04 Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang sementara Sertipikatnya Nomor 795 digadaikan pada Bank BRI Ambon oleh Tergugat dan rumah tersebut pada saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dengan ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi;
· Sebuah rumah yang terletak dijalan Teuku Umar Buta-buta Cadi yang sekarang sedang ditempati oleh Ibu Marina Jaya, Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi;
· Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa Rt. 002/Rw. 04 Waihaong, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan luasnya 65 m dan didalamnya terdapat sebuah rumah kos-kosan berlantai tiga dan mempunyai 9 (sembilan) kamar (bukti asli berada pada Tergugat Rekonvensi);
· Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa Rt. 002/Rw. 04 Waihaong Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan luas tanah 200 m dan didalamnya terdapat sebuah rumah kos-kosan semi Permanen berlantai 2 (dua) dan mempunyai 7 (tujuh) buah kamat tidur (Bukti ini berada pada Tergugat Rekonvensi);
· Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, depan Kantor Pertambangan dalam Dusun Tomalahu Desa Batu Merah, dengan luas 15x 60 m = 900 m persegi;
· Sebidang tanah yang terletak di Jalan Masika Jaya dengan luasnya, kurang lebih 1000 m (seribu meter) yang didalamnya terdapat sebuah rumah semi permanen (bukti ada pada Tergugat Rekonvensi);
· Tiga buah mobil dan dua buah motor masing-masing:

a. Mobil Avanza DE 461 AC;
b. Mobil Kijang LGS DE 342;
c. Mobil Cary Pick up DE 9067 AB;
d. Motor Suzuki Merah DE 5199 AF;
e. Motor Yamaha Jufiter Biru DE 5333;
· Dua buah toko, yakni toko elektronik dan toko meter lama, yang kini dijadikan toko Cahaya Vertikal yang terletak di Jln. Samratulangi depan Amplas yang usahanya sejak tahun 2004 hingga sekarang, dengan omset masing-masing toko sebesar satu (1) milyar, dari pendapatan satu buah toko perhari senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari masing-masing toko, sehingga apabila dihitung persentase 10% dari pendapatan kotor, maka setiap hari perhitungan pendapatan bersih yang didapat Rp4.000.000,00 x 2 (buah toko) = Rp8.000.000,00 perhari dikalikan dengan 360 hari (1 tahun) = Rp2.920.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dikalikan dengan 6 (enam) tahun = Rp17.520.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), dengan hasil usaha ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan maupun menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi  selama 6 (enam) tahun;
· Sebuah rakit budidaya ikan kerapuh mulut tikus terletak di dusun Masika Jaya yang jumlah pembibitannya kurang lebih 1000 ekor ikan yang berumur kurang lebih enam bulan;
· Sebidang tanah seluas 2 (dua) Hektar yang di dalamnya ditanami pohon jati yang terletak di Kabupaten Buru/Namlea yang dibeli dari Jen Rumbia (bukti Asli ada di Tergugat Rekonvensi);
Sebagai usaha bersama (harta gono gini) yang harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara Adil dan berimbang menurut bagian yang ditetapkan masing-masing setengah;
· Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak 
Penggugat atas harta usaha bersama tersebut;
· Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan hasil usaha dua buah Toko yakni Toko elektronik dan Toko Meter lama yang sekarang disatukan menjadi Toko Vertical selama 6 (enam) tahun senilai Rp17.520.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), untuk dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi secara merata;
· Menyatakan Pinjaman/Utang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) merupakan tanggungan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;
· Menyatakan Pinjaman pada Bank BRI Cabang Ambon sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;
· Menyatakan harta yang diberikan kepada perempuan selingkuhannya sebagai Mas Kawin yang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), satu buah mobil dan sebidang tanah yang berukuran 30 x 30 m adalah harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dapat dibagikan secara merata kepada Penggugat Rekonvensi;
· Menyatakan harta usaha bersama yang terurai dalam poin 3.1 berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Rt. 002/Rw. 04 Waihaong Kelurahan Waihaong diberikan kepada ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
· Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
· Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan ke-tiga anaknya selama 12 bulan sejak bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2010 untuk Penggugat Rekonvensi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari X 30 hari = Rp6.000.000,00 x 12 bulan = Rp82.000.000,00 dan setiap anak masing-masing; untuk anak pertama yang bernama ANDI SARI INTAMI yang sekarang kuliah pada fakultas kedokteran UNHAS Makassar Rp200.000,00 perhari serta 2 (dua) orang anak masing-masing senilai Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = Rp200.000,00 + 200.000,00 = Rp400.000,00 x 30 hari = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan x 12 bulan 
= Rp144.000.000,00 sehingga yang harus Tergugat Rekonvensi membayarnya senilai Rp82.000.000,00 + Rp144.000.000,00 = Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) nafkah ini merupakan nafkah lampau yang belum dibayar;
· Menetapkan hak asuh ke-tiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada 
asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pemeliharaan atas ke-tiga anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi hingga dewasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni; anak pertama yang sementara kuliah pada fakultas kedokteran UNHAS Makassar sejumlah Rp200.000,00 per hari dan 2 (dua) orang anak yang lain masing-masing Rp100.000,00 x 2 = Rp200.000,00 per hari = Rp200.000,00 + Rp200.000,00 per hari = Rp400.000,00 per hari x 30 hari = Rp12.000.000,00 per bulan;
· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah dan mut'ah masing-masing:

· Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta  rupiah) Perbulan x 3 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan
· Mut’ah senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
· Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun PK;
· Meminta dan memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap semua obyek Perkara ini;
· Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Subsidair
Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
[9] Pertimbangan petitum demi petitum dalam rekonvensi
Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, MHTB memberi pertimbangan  ulang  petitum demi petitum sebagaimana  akan diuraikan  di bawah ini;

[9.1] Petitum gugatan provisi
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan provisionil agar Pengadilan melarang Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan seluruh obyek sengketa kepada pihak lain, baik karena dijualbelikan, digadaikan, disewakan, maupun dikontrakkan, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa atas gugatan provisionil tersebut, maka MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa gugatan provisionil merupakan tindakan sementara yang mendahului putusan akhir yang dapat dilaksanakan secara serta merta dan akan berakhir dengan dijatuhkannya putusan akhir;
2. Bahwa gugatan agar pengadilan melarang Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan seluruh obyek sengketa kepada pihak lain, baik karena dijualbelikan, digadaikan, disewakan, maupun dikontrakkan, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bukan merupakaan tindakan sementara yang memerlukan eksekusi, melainkan merupakan larangan hukum yang berlaku dan mengikat sehingga harus ditaati meskipun tidak ada putusan hakim;
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada hakikatnya hanya merupakan tindakan pengamanan obyek perkara yang sebenarnya cukup dilakukan dengan meletakkan sita atas harta bersama tersebut;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan provisionil ini tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

5. Bahwa oleh sebab gugatan ini belum dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP, maka MHTB akan mengadili sendiri petitum ini dengan menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;
[9.2] Petitum sita harta bersama   
Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi agar diletakkan sita atas obyek-obyek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, majelis MHTB sependapat dengan MHTP yang memberi pertimbangan bahwa oleh sebab Penggugat Rekonvensi tidak melengkapi permohonannya dengan biaya administrasi sebagaimana mestinya maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya, yakni bahwa oleh sebab permohonan sita, dan juga gugatan provisionil, merupakan gugatan yang bersifat assesoir maka harus diputus tersendiri dan terpisah dari amar putusan mengenai pokok perkara;
[9.3] Petitum obyek harta bersama (HB) 

Menimbang, bahwa MHTB akan mempertimbangkan ulang obyek harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

[9.3.1] HB yang diakui

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai harta bersama, MHTP telah melakukan pemeriksaan dengan cukup dan mempertimbangkan dengan tepat serta telah memutus dengan benar dan oleh karenanya MHTB sependapat dengan MHTP, kecuali dalam beberapa hal yang menurut MHTB perlu dipertimbangkan ulang dengan alasannya sendiri sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa mengenai obyek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, setelah dilakukan pembuktian oleh MHTP dan diakui sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka dapat dinyatakan sebagai harta bersama obyek-obyek harta sebagai berikut:
1. Sebuah rumah berlantai tiga dengan Sertipikat Nomor  795, yang berada di Jalan/Lorong Gosepa RT.002/04 Waihaong Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusa Niwe Kota Ambon,  berdasarkan  bukti T1  yang berupa     Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 795 tanggal 11 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madya Ambon; Sertipikat mana  terakhir terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 26-02-2004 Dp. Nomor 941/2004 di 230/2004 tercatat atas nama yang berhak adalah Andi Syamsul Bahri (Tergugat Rekonvensi);
2. Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW.04 Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas 65 Meter persegi  dan di dalamnya terdapat sebuah rumah kos-kosan berlantai 3 (tiga) dan mempunyai 9 (sembilan) kamar, berdasarkan bukti T2 yang berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 972 tanggal 12 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Madya KDH TK II Ambon; sertipikat mana semula atas nama Silale, tetapi telah dihapus pada tanggal 4-02- 2004, sedangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Tanggal 05 Januari 2010 atas nama Andi Syamsul Bahri (Tergugat Rekonvensi); 
3. Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW.04 Waihawong, Kelurahan Waihawong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas tanah 200 Meter persegi  yang  di atasnya  terdapat sebuah rumah kos-kosan semi permenen berlantai 2 (dua) dan mempunyai 7 (tujuh) buah kamar tidur, berdasarkan  pengakuan Tergugat Rekonvensi serta kesaksian dari Syahril Silawe bin Hi. Silawe dan Salem Karim bin Ibrahim Karim, keterangan saksi mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, depan Kantor Pertambangan,  dalam  Dusun Tumalahu, Desa Batu Merah, dengan luas 15 x 60 M  = 900 M2, berdasarkan  bukti T4 Akta Jual-Beli tanggal 02 Nopember 2004, dimana nama Nurdin Nurlette sebagai Penjual dan Andi Syamsul Bahri sebagai Pembeli, yang disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh PJ. Kepala Desa Batu Merah;
5. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Masika Jaya, Kecamatan Waisala, Kab. Seram Bagian Barat, dengan luasnya ± 1000 M yang di dalamnya terdapat sebuah rumah semi parmanen, berdasarkan kesaksian dari Syahril Silawe bin Hi. Silawe dan Hj. Saneng binti Abbas, yang tidak dibantah oleh Tergugat ReKonvensi;
6. Dua buah mobil dan dua buah sepeda motor, yaitu: (1) Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol  DE 461 AC berdasarkan bukti T5 yang berupa BPKB Nomor R/F 12466/11/2008/DITLL-PMAL tanggal 14 -11- 2008 Kendaraan Roda empat, merek Toyota, Minibus warna hitam metalik Nomor Polisi DE 461 AC nama Pemilik Andi Syamsul Bahri (Tergugat ReKonvensi); (2) Mobil Kijang  LGS Nopol  DE 421; (3) Motor Suzuki warna merah putih Nopol  DE 5199.AF berdasarkan bukti T6 yang berupa BPKB Nomor R/20320/VI/2006/DITLANTAS tanggal 06-06-2006, jenis kendaraan roda dua, merek Suzuki, warna merah putih, Nomor Polisi DE 5199 SF, nama pemilik HJ. ISMIATI TRAYA, SHI. (Penggugat Rekonvensi), dan (4) Motor Yamaha Yupiter warna biru Nopol  DE 5333, berdasarkan kesaksian Syahril Silawe bin Hj. Silawe dan Hj.Saneng binti Abbas, yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Sebuah rakit budidaya ikan kerapu mulut tikus terletak di Dusun Masika Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan jumlah bibit kurang lebih 1000 ekor ikan berumur kurang lebih enam bulan, berdasarkan kesaksian Syahril SIlawe bin Hi. Silawe dan Hj. Saneng binti Abbas, yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi; 
Menimbang, bahwa dalam hal ini MHTB sependapat dengan pertimbangan MHTP yang diambil alih menjadi pendapat MHTB dan oleh karenanya putusan MHTP dalam hal ini harus dikuatkan;
[9.3.2] HB yang berupa rumah di Makassar
Menimbang, bahwa mengenai obyek harta bersama yang berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Buta-buta Caddi, Makassar, yang sekarang sedang ditempati oleh Ibu Marina Jaya, yakni Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi, yang didalikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut:
1. bahwa MHTP dalam pertimbangannya halaman 54 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan atas harta tersebut tidak benar adanya;
2. bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang ketiga, Hj. Saneng binti Abbas, menerangkan  bahwa saksi mengetahui ada rumah permanen di Jln. Teuku Umar Buta-Buta Caddi, Makassar, yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari saudara kandung saksi, namun saksi tidak mengetahui persis ukuran luasnya dan rumah itu sekarang ditempati oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi; keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,  tetapi tidak ada saksi Penggugat Rekonvensi yang lainnya yang dapat memperkuat  dalil gugatannya, maka satu orang saksi dianggap tidak ada saksi  (unus testis nullus testis);
3. bahwa menurut MHTP dalam pertimbangan hukumnya, oleh sebab Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatnya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka gugatan ini dinyatakan ditolak;

4. bahwa namun demikian, MHTP dalam amar putusannya pada halaman 66 dalam poin 2.2 menyatakan obyek tersebut sebagai harta bersama;
5. bahwa oleh sebab amar tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukumnya, lagi pula memang tidak terbukti di persidangan bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama, maka amar putusan MHTP mengenai hal ini harus dibatalkan;
6. bahwa oleh sebab itu, MHTB akan mengadili sendiri obyek harta ini dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek harta dimaksud sebagai harta bersama;
[9.3.3] HB yang berupa mobil

Menimbang, bahwa mengenai obyek harta yang berupa sebuah mobil carry Pick up DE 6067 AB, oleh sebab obyek ini dibantah (tidak diakui) oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatnya, maka obyek ini harus ditolak;
[9.3.4] HB yang berupa toko

Menimbang, bahwa mengenai  toko elektronik dan toko meter lama yang telah disatukan menjadi toko Cahaya Vertical, Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan bahwa toko tersebut bukan hak milik pribadi, tetapi dikontrak dari orang lain; dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya baik dengan surat maupun saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi memperkuat keterangannya  tersebut  dengan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang ke 3 (Hj. Saneng binti Abbas) yang diperkuat pula oleh keterangan saksi ke 1 Tergugat Rekonvensi (Syahril Silawane bin H. Silawane), dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada perihal tersebut tidak terbukti  dan harus ditolak;
[9.3.5] HB yang berupa penghasilan toko

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas  penghasilan dari dua buah toko elektronik dan toko meter lama yang telah disatukan menjadi toko Cahaya Vertical, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah keuntungan  selama enam tahun yaitu dihitung sejak tahun 2004, maka hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut: 
1. Bahwa gugatan tersebut tidak jelas (obscuur) karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan rincian tentang hasil toko beserta omsetnya secara jelas sehingga tidak diketahui secara rinci siapa pemilik omset dimaksud dan berapa penghasilan dari dua buah toko tersebut, selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak memberi penjelasan bahwa toko tersebut hanya dikelola oleh Tergugat Rekonvensi tanpa keikutsertaan Penggugat Rekonvensi; berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian hasil toko selama enam tahun, yakni dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 harus dibatalkan; demikian pula putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hasil toko selama satu tahun (amar Nomor 2.8) harus dibatalkan karena hal ini tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitumnya;
[9.3.6] HB yang berupa mobil cary dan toko cahaya vertikal
Menimbang, bahwa mengenai obyek harta yang berupa sebuah Mobil Cary Pik up DE 6067 AB, toko elektronik dan toko meter lama yang telah disatukan menjadi toko Cahaya Vertical, MHTB sependapat dengan MHTP yang menolak petitum Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini karena tidak terbuktikan di persidangan; dan karenanya diambil alih menjadi pendapat MHTB dengan menguatkan putusan MHTP pertama tersebut;

[9.3.7] HB yang berupa sebidang tanah

Menimbang, bahwa mengenai harta  yang berupa sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar yang di dalamnya terdapat tanaman pohon jati yang terletak di Namlea, Kab. Buru tesebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya baik berupa surat-surat maupun saksi; oleh karena harta tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus ditolak;
[9.3.8] HB yang berupa hutang di BRI

Menimbang, bahwa mengenai hutang uang ke BRI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)   dengan jaminan sertipikat rumah Nomor 795 untuk biaya renovasi rumah di Waihaong, kemudian Tergugat Rekonvensi mengambil Rp150.000.000,00 untuk tambahan harga pembelian rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Buta-buta Caddi, Makassar, sebagaimana tersebut pada point 3.2 Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya pinjaman uang sebanyak yang disebutkan tersebut namun Tergugat Rekonvensi membantah telah mengambil sebagian dari uang pinjaman tersebut;

bahwa tentang hutang ke BRI tersebut, MHTB  berpendapat karena hutang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam rangka menjalankan usaha bersama, sedangkan  keterangan Penggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi yang telah mengambil sebagian uang tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya maka berdasarkan Pasal 93  ayat  (2) Kompilasi  Hukum Islam (KHI) seluruh hutang tersebut Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  menjadi hutang bersama yang harus dibayar berdua antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing masing setengah bagian  (50%) dari hutang tersebut;
[9.3.9] HB yang berupa hutang pada H. Munir

Menimbang, bahwa  mengenai hutang pada H. Munir yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi  sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk mencukupi biaya renovasi rumah dan penambahan perabotannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak tahu menahu dengan adanya pinjaman tersebut; akan tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti (T7) yang berupa kuitansi yang isinya menyatakan  bahwa H. Munir Traya telah memberikan pinjaman uang kepada Istiati Traya sejumlah Rp400.000.000,00 tertanggal 20 Juni 2006; sedangkan menurut pendapat majlis,  bukti (T.7) tersebut tidak menunjukkan adanya transaksi penyerahan uang pinjaman/hutang  kepada Penggugat Rekonvensi karena alat bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan/meminjamkan uang, dalam hal ini H. Munir Traya, lagi pula pada bukti T.7 tersebut disebutkan bahwa pembayaran pinjaman itu diberikan kepada ISTIATI TRAYA, sedangkan yang menerima dan menandatangani kuitansi adalah ISMIATI TRAYA, yang berarti terdapat perbedaan identitas pihak yang menerima dan yang menandatangani kuitansi, sehingga bukti T.7 tersebut tidak menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima uang dimaksud; dan berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas  maka   gugatan  mengenai hutang sejumlah  Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak.

[9.3.10] HB yang telah diberikan kepada pihak ketiga


Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada seorang wanita yang bernama Nurlaila, sebagai Maskawin, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 serta satu buah mobil, dan sebidang tanah berukuran 30x30 M., oleh karena di muka persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun yang mendukung dan menguatkan dalil gugatnya tersebut, maka secara hukum dalil gugat tersebut tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;
[9.3.11] HB yang berupa emas dan uang penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tentang adanya peristiwa hilangnya emas dan uang milik Penggugat Rekonvensi, serta uang celengan anak-anaknya, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melengkapi dalilnya dengan bukti-bukti yang cukup di muka persidangan,  berarti dalil gugat ini tidak terbukti dan oleh karenanya harus  ditolak;
[9.3.12] HB yang berupa rumah tinggal di Waihaong
Menimbang, bahwa mengenai sebuah rumah tinggal yang terletak di Rt. 002/Rw. 04 Waihaong, Kelurahan Waihaong,  yang menurut keinginan Penggugat Rekonvensi agar diberikan kepada ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi  karena tidak ada tanggapan persetujuan dari Tergugat  Rekonvensi maka hal tersebut harus ditolak;
[9.4] Petitum penetapan obyek perkara sebagai harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut harta  yang telah  dibuktikan diperoleh selama dalam masa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan untuk selebihnya harus ditolak;
[9.5] Petitum penetapan pembagian harta bersama
Menimbang, bahwa terhadap obyek harta yang telah ditetapkan menjadi harta bersama tersebut sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena telah ternyata bahwa harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sebagai hasil usaha bersama suami istri (syirkah) dengan kontribusi yang seimbang, maka untuk terwujudnya keadilan harus dibagi dua dengan bagian yang sama besar, yakni setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah yang lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
[9.6] Petitum nafkah istri terhutang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah istri terhutang selama 1 (satu) tahun yang lalu oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp200.000,00 perhari (nilai seluruhnya Rp82.000.000,00), Tergugat Rekonvensi  menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan posita Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi Syahril Silawane bin H. Silawane dan saksi Salem Karim bin Ibrahim Karim di persidangan terbukti selama ini yang mengelola dan menikmati hasil toko elektronik/Toko Cahaya Vertikal tersebut adalah  Tergugat  Rekonvensi  sendiri  dengan  penghasilan yang cukup tinggi sebagai seorang pengusaha, maka majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha mempunyai kemampunan untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
2. bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya  mengakui  telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak memenuhi memberi nafkah biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, dengan demikian berdasarkan pengakuannya tersebut dalam hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;
[9.7] Petitum nafkah anak terhutang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak-anak terhutang (madliyah) selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut: 
1. bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya tuntutan nafkah anak terhutang karena baik ayah maupun ibu sama-sama berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya;  
2. bahwa  selama ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sehingga segala biaya dan keperluan hidup sehari-hari ditanggung  oleh  Penggugat   Rekonvensi   sebagai   ibu   kandungnya;   dan 
3. bahwa oleh sebab anak-anak tersebut tidak hidup sendiri dan terpisah dari ibunya/Penggugat Rekonvensi, maka biaya yang dituntut tersebut sudah termasuk di dalamnya perhitungan biaya pemeliharaan anak-anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi; 
4. bahwa oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan ini harus ditolak;
[9.8] Petitum hadanah anak
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) atas 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, MHTB memberi pertimbangan bahwa meskipun anak-anak tersebut sudah berumur di atas umur mumayyiz, yakni sudah berumur 12 (dua belas) tahun lebih, sehingga memiliki hak memilih untuk mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya, namun oleh sebab mereka tidak menggunakan hak pilihnya di muka hakim dan selama ini ternyata mereka semuanya berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanda-tanda keberatan dari mereka, sedangkan Penggugat Rekonvensi baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengurus mereka, lagi pula Tergugat Rekonvensi pun tidak mengajukan keberatan atas petitum tersebut, apalagi Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama istri barunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan terbaik anak, gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini patut dikabulkan;
[9.9] Petitum nafkah anak ke depan
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk tiga orang anak  Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas Juta Rupiah) perbulan, oleh sebab tuntutan tersebut dinilai terlalu tinggi, maka majlis hakim akan memutuskan sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan anak tersebut sebagai berikut:
· Untuk anak pertama Rp3.000.000,00 per bulan;
· Untuk anak  ke dua  Rp2.000.000,00 per bulan dan
· Untuk anak  ke  tiga Rp2.000.000,00 per bulan;
Jadi, jumlah semuanya = Rp7.000.000,00 (tujuh Juta rupiah) perbulan yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya) setiap bulan sampai anak-anak tersebut  dewasa (masing-masing berumur 21 tahun) atau telah menikah;
[9.10] Petitum nafkah idah

Menimbang,    bahwa    mengenai    tuntutan   nafkah   iddah   pasca perceraian senilai  Rp35.000.000,00 x 3 bulan = 105.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa terhadap petitum ini MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa manakala Tergugat Rekonvensi kelak diizinkan untuk menjatuhkan talak dan kemudian mengucapkan ikrar talak satu raj’i di depan sidang, maka Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak wajib menjalani masa idah sekurang-kurangnya selama tiga kali suci dengan hak mendapat nafkah idah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami yang mentalak istri;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b KHI dan memperhatikan ketentuan dalil syar’i dalam Kitab Albajuri juz II halaman 173 yang diambil alih menjadi pendapat hakim, yang menyatakan bahwa:

يجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة 
Artinya: “Wajib bagi istri yang dicerai dengan talak raj’i diberi biaya tempat tinggal, biaya penghidupan, dan biaya pakaian, kecuali istri yang nusyuz”, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mempunyai penghasilan cukup sehingga dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya MHTB berpendapat sesuai dengan kemampuannya tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
[9.11] Petitum mut’ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut’ah Penggugat Rekonvensi senilai Rp100.000.000,00, Tergugat Rekonvensi pun menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskannya; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini MHTB memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa memperhatikan firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ahzab ayat 49 yang berbunyi:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya; maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”
2. bahwa menurut MHTB, jumlah tersebut terlalu besar dan cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang telah dibebani pembayaran nafkah  terhutang, maka dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kepatutan, mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi  ditetapkan sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
[9.12) Pelaksanaan pembayaran nafkah idah dan mut’ah

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai istri yang sesungguhnya masih ingin mempertahanakan keutuhan rumah tangganya namun harapan dimaksud tidak mungkin terwujud karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, MHTB secara ex officio berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon; 
[9.13] Petitum pokok perkara selebihnya

Menimbang, bahwa mengenai obyek harta yang sebagaimana diuraikan di atas dan juga tuntutan Penggugat Rekonvensi selainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MHTP, maka MHTB sependapat dengan MHTP dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat MHTB dan dengan demikian maka putusan MHTP tersebut di atas harus dikuatkan;
[9.14] Petitum serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorraad)
Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar putusan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa oleh karena petitum ini  tidak beralasan hukum maka harus ditolak;
C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
[10] Biaya perkara tingkat pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

D. Dalam Memori dan Kontra Memori Banding

[11] Memori banding

Menimbang, bahwa oleh sebab Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka MHTB tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding; namun demikian hal ini tidak mengurangi kewajiban MHTB untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutu ulang perkara ini pada tingkat banding;

[12] Kontra memori banding

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon bertanggal 20 Juli 2011 yang diberi Judul Risalah Banding Termohon/Terbanding atas Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 257 /Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 31 Mei 2011 yang isi pokoknya bahwa putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya mohon dikuatkan; namun Terbanding mengajukan pula beberapa fakta baru dan penambahan petitum;
Menimbang, bahwa oleh sebab MHTB hanya memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP, maka adanya fakta baru dan penambahan petitum tersebut tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding; lagi pula Terbanding berpendapat bahwa putusan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya mohon dikuatkan;
E. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding

[13] Kesimpulan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 257/Pdt.G/2011/PA.Ab Tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir  1432 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

F. Biaya Perkara

[14] Biaya perkara di tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;
[15] Penutup

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
M  E  N G  A  D I  L  I  

[16] Amar putusan tingkat banding

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 257/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 24 Mei 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut: 
A. Dalam Konvensi  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hi. Andi Syamsul Bahri Bin Andi Lompi Malewa)   untuk   menjatuhkan   talak   satu    raj’i   terhadap  Termohon  (Hj. Ismiati Traya, SHI Binti Ali Traya) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Banda Neira, Kab Maluku Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
B. Dalam Rekonvensi
Dalam provisi
· Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
Dalam sita harta bersama
· Menolak permohonan sita atas harta bersama yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Dalam pokok perkara 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dalam masa perkawinan obyek harta-harta sebagai berilkut:
2.1.  Sebuah rumah berlantai tiga dengan sertipikat Nomor  795, yang berada di Jalan/Lorong Gosepa RT.002/04 Waihaong Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusa Niwe Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:
-  sebelah utara dengan Pemilik Tanah;
-  sebelah timur dengan jalan;
-  sebelah selatan dengan Pemilik Tanah;
-  sebelah barat dengan Pemilik tanah;
2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW. 04 Waihawong, Kelurahan Waihawong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas 65 Meter persegi dan di dalamnya terdapat sebuah rumah kos-kosan berlantai 3 (tiga) dan mempunyai 9 (sembilan) kamar, dengan batas-batas sebagai berikut:
-  sebelah utara berbatas dengan M. 79. 
-  sebelah selatan berbatas dengan M. 11 sebagian;
-  sebelah timur berbatas dengan Tanah Milik Negara;
-  sebelah barat berbatas dengan M. 590;
2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jln/Lorong Gosepa RT. 002/RW.04 Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas tanah 200 Meter persegi  yang  di atasnya  terdapat sebuah rumah kos-kosan semi permenen berlantai 2 (dua) dan mempunyai 7 (tujuh) buah kamar tidur, dengan batas-batas sebagai berikut:
-   sebelah utara berbatas dengan Ibu Lusy;
-   sebelah selatan berbatas dengan jalan;
-   sebelah timur berbatas dengan Hamid Kuadi;
-   sebelah barat berbatas dengan sebagian milik Usman Walla,  dan sebagian milik H. Abu dan Syukur;
2.4.  Sebidang tanah yang terletak di jalan Kebun Cengkeh, depan Kantor Pertambangan, dalam Dusun Tumalahu, Desa Batu Merah, dengan luas 15 x 60 M  = 900 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
-  sebelah utara berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
-   sebelah selatan berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
-  sebelah timur berbatas dengan Dusun Dati Tumalahu;
-  sebelah barat berbatasan dengan Dusun Dati Tumalahu;      
2.5. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Masika Jaya, Kecamatan Waisala, Kab Seram Bagian Barat, dengan luasnya ± 1000 M yang di dalamnya terdapat sebuah rumah semi parmanen, dengan batas-batas sebagai berikut:
-    sebelah utara berbatas dengan laut;
-  sebelah selatan berbatas dengan Bapak Kepala Dusun Masika Jaya; 

-   sebelah timur berbatas dengan Tete Nipo;
-  sebelah barat berbatas dengan Perikanan Kab. Seram Bagian Barat;
2.6.  Dua buah mobil dan dua buah motor, yaitu:
-  Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol  DE 461 AC;
-  Mobil Kijang  LGS Nopol  DE 421;
-  Motor Suzuki warna merah Nopol  DE 5199.AF;
-  Motor Yamaha Yupiter warna biru Nopol  DE 5333;
2.7. Sebuah rakit budidaya ikan kerapu mulut tikus terletak di Dusun Masika Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan jumlah bibit kurang lebih 1000 ekor ikan berumur kurang lebih enam bulan;
3.  Menghukum Tergugat Rekonvensi (Hi. Andi Syamsul Bahri Bin Andi Lompi Malewa) untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi dua bagian yang sama, masing-masing seperdua bagian dari seluruh harta bersama tersebut, selanjutnya menyerahkan satu bagian  kepada Penggugat Rekonvensi (Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya); dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4.  Menyatakan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama yang harus dibayar berdua antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing wajib melunasi setengah (50%) dari hutang tersebut;
5.  Menghukum Tergugat  Rekonvensi (Hi. Andi Syamsul Bahri Bin Andi Lompi Malewa) melunasi nafkah istri terhutang (nafkah madliyah) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan  Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 sejumlah Rp82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Hj. Ismiati Traya, SHI., binti Ali Traya);
6.  Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) atas 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Andi Sari Intami, Andi Fahem Ahmad, dan   Andi   Ma’mun   Asraf,   berada    pada    Penggugat    Rekonvensi  (Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya) selaku ibu kandungnya;

7.  Menghukum Tergugat  Rekonvensi (Hi. Andi Syamsul Bahri Bin Andi Lompi Malewa) menanggung biaya penghidupan bagi tiga orang anaknya tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap  bulan  yang  harus  diserahkan  kepada  Penggugat  Rekonvensi  (Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya) setiap bulan sampai anak-anak tersebut  dewasa (masing-masing berumur 21 tahun) atau telah menikah, dengan perincian sebagai berikut:
· Untuk anak pertama  Rp3.000.000,00 perbulan;
· Untuk  anak  kedua   Rp2.000.000,00 perbulan; dan
· Untuk anak  ketiga    Rp2.000.000,00 perbulan;
8.  Menghukum Tergugat Rekonvensi (Hi. Andi Syamsul Bahri Bin Andi Lompi Malewa) memberi uang nafkah iddah selama tiga   bulan   sejumlah  Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga yang jumlah seluruhnya menjadi Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Hj. Ismiati Traya, SHI., Binti Ali Traya) yang harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
9.   Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atas  penghasilan dari dua buah toko elektronik dan toko meter lama, yang telah disatukan menjadi toko Cahaya Vertical, tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
· Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama  sejumlah Rp581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding  sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
[G] Sidang pengucapan putusan
[17] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M.,    bertepatan   dengan   tanggal  17  Jumadi  Awal  1433  H.,   oleh   kami Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai   hakim   ketua   majelis,   Drs. Kamil Umar Esa, S.H., dan Drs. H. Ahmad Shiddiq, masing-masing sebagai hakim   anggota;  pada  hari  itu  juga  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  hakim  ketua  majelis dengan  dihadiri oleh  hakim-hakim  anggota   tersebut   dan   dengan   dibantu   oleh    Dra. Hj. Talhah Rahawarin selaku panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.----
	Hakim Anggota,

Drs. Kamil Umar Esa, S.H.
	Ketua Majelis,

DR. H. A. Mukti Arto, S.H. M.Hum.

	Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Shiddiq  
	

	
	Panitera Pengganti,

Dra. Hj Talhah Rahawarin
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